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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat berkahnya, maka Rencana
Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Maluku Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan penerapan program dan
kegiatan tahunan dari perencana strategis yang memiliki arti penting
dalam rangka mewujudkan implementasi tugas dan fungsi Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku guna
tercapainya tujuan organsasi secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja ini tidak akan
mempunyai arti jika tidak digunakan sesuai dengan maksud dan
tujuan penyusunannya. Oleh sebab itu, kepada semua pihak terkait
khususnya Aparatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Maluku dimintakan untuk dapat mengimplementasikannya
secara maksimal guna tercapainya sasaran kinerja organisasi untuk
mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Provinsi Maluku pada
umumnya.

Semoga Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dapat

digunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 14 April
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya
Aparatur penyelenggara pemerintahan melalui Pendidikan dan
Pelatihan sebagai bagian dari pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah hendaknya dilakukan secara terarah,
terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu instrumen
untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan
profesionalisme Sumber Daya Aparatur agar mampu memberikan
pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien kepada masyarakat dan
dilandasi dengan semangat kebangsaan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai sub sistem dari
sistem pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk
meningkatkan kinerja organisasi, oleh sebab itu penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan senantiasa berpedoman kepada Visi, Misi
dan kebutuhan daerah.

Salah satu tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta merubah sikap dan
perilaku dalam melaksanakan tugas secara profesional. Untuk itu
perlu kebijakan program pendidikan dan pelatihan sehingga menuntut
Sumber Daya Manusia Aparatur memiliki kompetensi tertentu dalam
menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian pendidikan dan
pelatihan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan aparatur
yang profesional sebagai proses peningkatan kompetensi agar mampu

menghasilkan  kinerja yang optimal melaksanakan transfer
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pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku agar mampu memenuhi
syarat dan cakap dalam melaksanakan pekerjaannya.

Tuntutan global dan dinamisasi masyarakat telah mendorong
pengembangan SDM aparatur untuk terus tumbuh dengan berbagai
kompetensinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus selalu
siap menjalankan tugasnya sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor S5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka aparatur dituntut untuk
meningkatkan kinerja serta berkompeten dalam melaksanakan fungsi
dan peranannya serta memiliki integritas yang tinggi dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik, Dalam pasal 70 Undang-
Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan
kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui pendidikan
dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Maluku menetapkan bahwa satu-satunya satuan kerja yang
memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dan telah
terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara RI sebagai institusi
Pembina Diklat.

Dalam upaya peningkatan kinerja aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan, maka sejalan dengan itu Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Maluku telah meningkatkan fasilitas sarana
dan prasarana penunjang pendidikan dan pelatihan serta
pembaharuan kurikulum sesuai standar yang ditetapkan oleh

Lembaga Administrasi Negara RI.
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Sebagai upaya strategis untuk membangun aparatur daerah
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengembangkan
tugas umum pemerintahan dan pembangunan, maka dilakukanlah
Reformasi Birokrasi yang dilatar belakangi oleh beberapa kondisi
empiris dan aktual yang masih terjadi dalam birokrasi pemerintahan.
Kondisi-kondisi tersebut antara lain masih maraknya praktek KKN,
masih perlunya ditingkatkan kualitas pelayanan public, belum
optimalnya tingkat efisiensi, efektifitas dan produktifitas, serta masih
rendahnya capaian kinerja. Reformasi Birokrasi diarahkan untuk
membangun profil dan perilaku aparatur yang berintegritas tinggi,
produktif dan mampu memberikan pelayanan yang prima serta
membangun birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.

Dalam kaitan dengan pemantapan Reformasi Birokrasi sebagai
upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah khususnya
kualitas pelayanan publik, juga dilakukan Reformasi Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur yang diterapkan melalui pembenahan dalam
manajemen pembinaan SDM aparatur yang difokuskan pada
manajemen kediklatan berbasis kompetensi dan kinerja sebagaimana
tertuang dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur sebagai bagian dari
Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mewujudkan lembaga
Pendidikan dan Pelatihan yang profesional dalam menyelenggarakan
Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi, sehingga Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur yang diselenggarakan lebih berkualitas dan
sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi dan
kompetensi aparatur.

Sehubungan dengan itu, maka program dan kegiatan Badan

Pengembangan Sumber Daya Mansusia Provinsi Maluku dalam upaya
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meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur disusun dan
diprogramkan melalui tahapan-tahapan dan prosedur administrasi
yang disesuaikan dengan diklat yang nantinya akan memenuhi
kebutuhan kompetensi yang diharapkan oleh Pemerintah Provinsi
Maluku sesuai dengan agenda nasional.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini
merupakan perwujudan implementasi dari RPJMD Pemerintah
Provinsi Maluku dan sebagai tindak lanjut dari pasal 7 Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan Pendidikan dan Pelatihan
untuk tahun 2022, peningkatan kualitas dan kompetensi tidak hanya
diarahkan pada peningkatan kompetensi peserta Pendidikan dan
Pelatihan sebagai tugas pokok Lembaga Pengembangan SDM tetapi
juga diarahkan pada pengembangan kapasitas fasilitas dan kapasitas
Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi fasilitas kerja, fasilitas
pembelajaran dan akomodasi peserta didik serta meningkatkan
kompetensi dan kemampuan aparatur penyelenggara Pendidikan dan
Pelatihan.

Guna mengefektitkan proses perencanaan program dan
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022, maka disusun
Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber Daya Mansusia
Provinsi Maluku sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2022.

B. LANDASAN HUKUM
Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 di

bidang Pendidikan dan Pelatihan oleh Badan Pengembangan Sumber
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Daya Manusia Provinsi Maluku berpedoman pada beberapa peraturan

yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Pendidikan Nasional,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Rumpun Diklat Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis
kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah;

16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomen klatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun
2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang hasil verifikasi dan validasi pemukhtahiran, klasifikasi,
kodefikasi, dan nomen klatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

19. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia  Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

20. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;

21. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman
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Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat III;

22. Peraturan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat IV;

23. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaran Pelatihan Dasar CPNS Golongan III;

24. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia  Nomor 21 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II;

25. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Satu Pintu;

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

27. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan acuan dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan sesuai dengan visi dan
misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini
adalah :
1. Memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja OPD Tahun 2021;

2. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan

dikerjakan dalam Tahun 2022.
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D. SISTIMATIKA PENULISAN
Sistimatika penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku

Tahun 2022 sebagai berikut :

Bab L PENDAHULUAN, menguraikan tentang Latar Belakang,
Landasan Hukum, Maksud Dan Tujuan dan Sistimatika
Penulisan;

Bab II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU,
menjelaskan tentang evaluasi pencapaian Kinerja
Perangkat Daerah tahun sebelumnya, Analisis Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah;

Bab III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
menguraikan tentang tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah serta program dan kegiatan;

Bab IV.  SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA, menjelaskan tentang
target sasaran dan target program dan kegiatan Tahun
2022;

Bab V. PENUTUP, menjelaskan tentang tinjauan umum dan

tinjauan khusus.
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BAB 1I
EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku 2019-2024 berisikan tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan program dan kegiatan dengan tujuan menjadikan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagai
Instansi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan
profesionalisme aparatur di Provinsi Maluku serta sebagai agen
perubahan dalam menyelenggarakan pemerintahan secara efektif dan
efisien serta berbasis kinerja.

Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku merupakan serangkaian rencana dan
kegiatan mendasar yang disusun berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu yang menunjang pelaksanaan kepemerintahan
di Provinsi Maluku dalam rangka mewujudkan visi dan misi
pembangunan di Provinsi Maluku. Perumusan rencana strategis
tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan yang
dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling
teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan
rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan

bersama.

1. Tyujuan dan Sasaran
Secara umum tujuan dan sasaran penyelenggaraan diklat aparatur
adalah  menghasilkan  Sumber Daya  Manusia  Aparatur
Pemerintahan yang berkualitas dan  berkompeten dalam

mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
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Sesuai Rencana Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, maka Tujuan yang
ingin dicapai adalah :

1) Mewujudkan pengelolaan kelembagaan Pendidikan dan Pelatihan
yang sesuai dengan standar dan;

2) Mewujudkan sumber daya aparatur yang berkompeten.
Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan Sasaran
yang ingin dicapai adalah;

1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan dan meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan
dan Pelatihan;

2) Meningkatkan kualitas tenaga Pendidikan dan Pelatihan dan
meningkatkan sertifikasi  kompetensi dan = pengelolaan
kelembagaan, teknis, manajerial dan fungsional.

Dalam upaya mencapai sasaran untuk meningkatkan sertifikasi

kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, teknis, manajerial dan

fungsional BPSDM Provinsi Maluku melaksanakannya melalui

Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah

Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten/Kota, Se-Maluku, Provinsi

Luar, Kementerian dan Lembaga, ketiga kompetensi tersebut

seabagai salah satu syarat untuk pengangkatan dalam jabatan-

jabatan tertentu, sehingga upaya pengembangannya dilaksanakan
dalam rangka mencapai sasaran mewujudkan Birokrasi yang

Dinamis, Jujur, Bersih dan Melayani sesuai dengan tujuan dan

sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku.

2. Program dan Kegiatan
Pada Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran belanja barang dan
jasa dan belanja modal peralatan dan mesin untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengembangan
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Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebesar Rp. 16.740.906.276

Program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :

[. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah;
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi.

IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Gedung Kantor.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD.
V. Kegiatan Pengaadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah;
a. Pengadaan Mebel.
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah;
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
VII.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah;
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a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis;

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan  Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi
Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

2. Kegaiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional;

a. Pelaksanaan  Sertifikasi Kompetensi di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga.

c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan.

d. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, @ Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,

Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta
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Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan

Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku
merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah dengan tugas
melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang pendidikan dan
pelatihan. Dimana tugas pokok Kepala Badan sesuai Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas
dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah
Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan
pelatihan daerah provinsi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku sebagai upaya
mengembangkan  Kapasitas  Sumber Daya  Aparatur serta
meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kediklatan

meliputi beberapa aspek antara lain :

1. Aspek Kelembagaan, yang meliputi :

a. Akreditasi yang dikeluarkan oleh LAN-RI, memberi kewenangan
bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Maluku untuk menyelenggarakan Diklat Aparatur;

b. Struktur Organisasi yang telah terpenuhi sesuai Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2016.

2. Aspek Tenaga Kediklatan, meliputi :

a. Jumlah dan pengalaman aparatur penyelenggaraan Diklat
cukup memadai serta memiliki sumber daya yang potensial
dalam menyelenggarakan kegiatan diklat;

b. Tingkat pendidikan formal aparatur penyelenggara diklat cukup

memadai;
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c. Jumlah tenaga Fasilitator (Widyaiswara) cukup dalam
pelaksanaan Kediklatan Lingkup Provinsi Maluku;

d. Tingkat pendidikan formal Widyaiswara cukup memadai.

3. Aspek Program Kediklatan Meliputi :

a. Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan PNS;

b. Kebutuhan pemerintah daerah terhadap diklat bagi PNS sangat
tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun;

c. Kebutuhan Diklat Kepemimpinan sebagai syarat untuk
menduduki jabatan struktural,;

d. Kebutuhan Diklat Teknis Umum bagi PNS Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

e. Kebutuhan Diklat Fungsional bagi PNS Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

f. Kebutuhan Diklat Teknis Subtantif bagi Pegawai Negeri Sipil

Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Aspek Dukungan dan Anggaran

a. Dukungan dana bersumber dari APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/ Kota;

b. Dukungan Pemerintah Provinsi Maluku berupa penetapan dan
penerapan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Diklat Satu Pintu.

Berdasarkan kedua aspek tersebut, maka Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku memiliki strategi pelayanan

antara lain :
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1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan dan Prajabatan.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pillhan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara urusan Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi, Kelembagaan,
Pengembangan Kompetensi Managerial dan Fungsional,

4. Mengembangkan program dan kurikulum melalui kerjasama
dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku,;

5. Meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan
dalam rangka menunjang program dan kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan yang ideal,;

6. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pendidikan dan Pelatihan
dalam peningkatan kinerja organisasi dan penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan;

7. Meningkatkan koordinasi terstruktur dengan Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan program

Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Isu-isu strategis yang dihadapi sebagai akibat dari

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Belum terintegrasi semua kegiatan pendidikan dan pelatihan yang

ada pada setiap OPD dan kabupaten/kota melalui Pendidikan dan

Pelatihan Satu Pintu sesuai Peraturan Gubernur Maluku Nomor 14

Tahun 2006;
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2. Masih perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan dan perlu dilakukan renovasi untuk memberikan
kenyamanan bagi peserta pendidikan dan pelatihan;

3. Masih adanya aparatur penyelenggara dan pengelola diklat yang
belum memiliki sertifikat TOC/ TOT dan MOT serta perlu adanya
peningkatan kompetensi dan kualitas fasilitator/widyaiswara dalam
rangka  peningkatan  kualitas pelayanan  penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan;

4. Sasaran pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional serta Sertifikasi
Kelembagaan masih belum dilakukan secara maksimal sebagai
upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

5. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia pada OPD Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku untuk
memenuhi tuntutan peningkatan kompetensi Aparatur sesuai

amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Maluku sesuai Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Daerah Provinsi Maluku, adalah Membantu Gubenur
dalam melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan di bidang

pendidikan dan pelatihan Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi,

yaitu :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan
pelatihan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
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4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan di pendidikan dan pelatihan;

5. Pembinaan unit pelaksana teknis badan;

6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

7. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dibantu

oleh struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas

pokok membantu Kepala Badan menyelenggarakan pelayanan

teknis administrasi dalam urusan Kepegawaian dan Umum serta

Perencanaan dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Badan dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, yang mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris melaksanakan urusan surat
menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan
urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset,
informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan
administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan
evaluasi kinerja ASN.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang
mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam
melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran,
pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan
kinerja program pengembangan sumber daya manusia,
pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, penyusunan

bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan
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penyiapan bahan verifikasi, urusan akuntansi serta pelaporan

Keuangan dan aset.

2. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan
dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan
sertifikasi kompetensi, kelembagaan, tenaga pengembangan

kompetensi, sumber belajar dan kerjasama antar lembaga.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi, yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan
pengelolaan sertifikasi komptensi ;

b. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga
Pengembangan Kompetensi, yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pengelolaan
kelembagaan konseling dan klinik kompetensi, pengembangan
kompetensi hubungan antar lembaga, pengembangan
kompetensi jabatan fungsional Widyaiswara dan Asesor/calon
asesor serta verifikasi tempat pengembangan kompetensi di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten dan Kota,
kementrian/lembaga dan Pemerintah Provinsi serta
Kabupaten/Kota di Luar Provinsi.

c. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
antar lembaga, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang dalam melaksanakan pengelolaan sumber belajar,
pengelolaan dan pengembangan system informasi manajemen
pengembangan kompetensi dan teknologi informasi, pengelolaan
dan penyusunan karya tulis ilmiah, pengelolaan perpustakaan,

dan laboratorium, pendidikan formal dan kepamongprajaan,
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monitoring dan evaluasi pasca pengembangan kompetensi,
pengkoordinasian  pengembangan  kompetensi = ASN di
Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
dan Lembaga Pemerintah dan kerjasama antar lembaga dan

Perguruan Tinggi Dalam dan Luar Negeri.

3. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan

menyusun rencana perumusan program dan penjabaran kebijakan

teknis di Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Teknis dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan
Pilihan Jabatan Administrasi, yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
menyusun  rencana  teknis  operasional Sub  Bidang
Pengembangan Komptensi Umum dan Pilihan.

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan
Administrasi, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang dalam menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi.

c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan
Administrasi Perangkat Daerah Penunjang yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyusun
rencana teknis operasional Sub Bidang Pengembangan
Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah

Penunjang.

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.
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Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Badan menyusun rencana perumusan program
dan penjabaran kebijakan teknis di Bidang Pengembangan

Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengembangan

Kompetensi Manajerial dan Fungsional dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah
dan Jabatan Pimpinan Tinggi, yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang dalam menyusun rencana teknis
operasional Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan
Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan
Fungsional, yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang dalam menyusun rencana teknis operasional Sub Bidang
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.

c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan
dan Prajabatan, yang mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang dalam menyusun rencana teknis operasional Sub
Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan

Prajabatan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara

Adapun tugas dan fungsi Jabatan Fungsional sebagai berikut :

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas Pokok
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan;
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c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional yang berpengalaman;

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuanm peraturan perundang-undangan,;

e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan
beban kerja;

f. Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

g. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional,
diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan
penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala
serta pendidikan dan pelatihan.

Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Maluku sesuai Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Maluku, dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

BPSDM RENJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU TAHUN 2022




22

Gambar 1.
STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI MALUKU
(Perda No. 06 Tahun 2016)
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2022

. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program dan

kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku antara lain :

A. Mewujudkan pengelolaan kelembagaan diklat yang sesuai dengan
standar;

B. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Berkompeten.
Dari ke-2 tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin
dicapai adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat dan Meningkatkan
sarana dan prasarana kediklatan;

2. Meningkatkan kualitas tenaga kediklatan dan meningkatkan
sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, teknis,

manajerial dan fungsional.

. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
maka setiap program dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang
daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata
cara perubahan rencana pembangunan daerah, Permendagri Nomor
90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil
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verifikasi dan validasi pemukhtahiran, klasifikasi, kodefikasi, dan
nomen klatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,

dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
[. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah :
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD.
III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi.
IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Gedung Kantor;

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD.
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V. Kegiatan Pengaadan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah:
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau
Kendaraan Dinas Jabatan;

b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau

Lapangan;
c. Pengadaan Mebel,;
d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya.
VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik;

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

VII.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan;

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya;

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan
Lainnya;

e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
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2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis :

a. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,
Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, @ Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi
Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

2. Kegaiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional :

a. Pelaksanaan  Sertifikasi Kompetensi di  Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga;

c. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan;

d. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan
Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi,
Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta
Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan

Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.
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BAB IV
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

A. TARGET SASARAN STRATEGI

Perencanaan pembangunan di Provinsi Maluku mengacu
kepada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dalam
melaksanakan urusan Pemerintahan dengan mengacu pada prioritas
mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani pada
fokus peningkatan terhadap Peningkatan Kapasitas Aparatur.

Target sasaran sesuai dengan prioritas tersebut diatas, maka
yang direncanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Maluku terbagi atas 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Merencanakan dan melaksanakan Program Urusan Pemerintahan
Daerah Provinsi yang meliputi :

a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah;
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
e. Pengaadan Barang Milik Daerah;
f. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah.
2. Merencanakan dan Melaksanakan Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia yang Meliputi :
a. Pengembangan Kompetensi Teknis; dan
b. Sertifikasi, Kelembagaan serta Pengembangan Kompetensi

Manajerial dan Fungsional.
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B. TARGET PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Untuk merinci perencanaan strategi tersebut, perlu diuraikan lebih

lanjut rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022

sebagaimana dalam tabel dibawah ini :
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URUSAN PEMERINTAH DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 SUMBER DANA APBD
PROVINSI MALUKU

:4.01. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

SKPD :5.04.01. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
RENCANA TAHUN 2022 PRAKIRAAN F;E;\ISCANA TAHUN
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET |  KEBUTUHAN | peypiyg | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA| KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
5 FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
5 (04 PENDIDIKAN DAN PELATIH
5 (04 (01 BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Revitalisasi Tata Kelola 45,693,578,800 47,903,610,540
Pemerintahan dan
Peningkatan Mutu Layanan
Publik
5 (04 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 18,560,708,000 19,414,096,200
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
5 104 |01 (1.0 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
1 Kinerja Perangkat Daerah
5104101]1.01] 01 Penyusuan Dokumen Perencanaan Perangkat| Tersedianya Dokumen AMBON 10 Dokumen 50,000,000 12 Dokumen 52,500,000
Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi AMBON 1 Kegiatan 350,000,000 1 Kegiatan 367,500,000
Penyelenggaraan Diklat/Forum
SKPD dalam Merancang Program
Kediklatan serta Evaluasi
Pelaksanaan Program Kediklatan
5104(01]1.01| 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capian |Tersedianya Dokumen Penyusunan [ AMBON 10 Dokumen 50,000,000 12 Dokumen 52,500,000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |Laporan Kinerja dan Realisasi
Kinerja SKPD
5104101/(1.01] 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring Evaluasi |11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 490,346,000 11 Kab/Kota 514,863,300
Kinerja Perangkat Daerah
5 104 |01 (1.0 Administrasi Keuangan Daerah
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PRAKIRAAN RENCANA TAHUN

2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET |  KEBUTUHAN | peypiyg | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA| KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
041 0111.02| 01 Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan AMBON 14 Bulan 6,985,000,000 14 Bulan 7,334,250,000
ASN
041 0111.02[ 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Tersedianya Tunjangan Pengelola AMBON 12 Bulan 190,000,000 12 Bulan 199,500,000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Keuangan OPD
041 0111.02[ 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Akhir Tahun AMBON 10 Dokumen 50,000,000 12 Dokumen 52,500,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD
04 (01 | 1.1 Administrasi Kepegawaian Daerah
04(01]1.1]02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian Dinas, AMBON 120 Buah 138,000,000 120 Buah 144,900,000
Kelengkapannya Pakaian Olahraga, Pakaian Batik
Aparatur BPSDM
04101 1.1(09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Aparatur BPSDM yang AMBON 10 Orang 183,294,000 10 Orang 192,458,700
Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Tersedianya Penyelenggaran AMBON/ 1 Kegiatan 250,000,000 1 Kegiatan 262,500,000
MOT/TOT/TOC untuk Aparatur JAWA
BPSDM
Jumlah Widyaiswara yang AMBON/ 17 Orang 310,971,000 17 Orang 326,519,550
Mengikuti Pengembangan JAWA
Pendidikan
04 (01 | 1.1 Adminnistrasi Umum Perangkat Daerah
04(01]1.1]01 Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi AMBON 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 105,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik Penerangan Bangunan
Kantor
04(01]1.1]02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Tersedianya Perlengkapan Asrama | AMBON 1 Paket 165,000,000 1 Paket 173,250,000
Kantor dan Ruang Kelas yang Memadai
04(01]1.1]04 Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya Alat Tulis Kantor AMBON 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 94,500,000
Tersedianya Bahan dan Alat AMBON 12 Bulan 90,000,000 12 Bulan 94,500,000
Kebersihan Kantor
04(01]1.1]05 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan AMBON 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 105,000,000
Penggandaan Penggandaan
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PRAKIRAAN RENCANA TAHUN

2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAMIKEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKAS| TARGET | KEBUTUHAN | ppyrng | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
04101]1.1]09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Terlaksananya Rapat Koordinasi AMBON 125 Kali 18,750,000 125 Kali 19,687,500
Konsultasi SKPD dan Konsultasi Dalam Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi AMBON 26 Kali 371,683,000 26 Kali 390,267,150
dan Konsultasi Luar Daerah
0401|1111 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | Tersedianya Jasa Pengelola Sistem | AMBON 5 Orang 174,720,000 5 Orang 183,456,000
Berbasis Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis Elektronik
Tersedianya Pembangunan Sistem | AMBON 1 paket 200,000,000 1 paket 210,000,000
Elektronik
04 101 | 11 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
04(01]1.1]01 Pengadaan Kendaraan Perorarangan Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas AMBON 2 Buah 900,000,000 2 Buah 945,000,000
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan untuk Menunjang Aktifitas
Perkantoran
04(01]1.1]02 Pengadaan Kendaraan Perorarangan Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas AMBON 2 Bauah 80,000,000 2 Bauah 84,000,000
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Roda
Dua untuk Menunjang Aktifitas
Kegiatan Kediklatan
04(01]1.1]05 Pengadaan Mebel Tersedianya Mebeleur Gedung AMBON 1 Paket 300,000,000 1 Paket 315,000,000
Kantor yang Representatif
04(01]1.1]06 Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya Tersedianya Perlatana dan Mesin AMBON 1 Unit 350,000,000 1 Unit 367,500,000
Gangset yang Memadai
04(01]1.1]09 Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan | Tersedianya Gedung Kantor atau AMBON 2 Unit 1,250,000,000 1 Unit 1,312,500,000
Lainnya Bangunan Lainnya yang
Represesntatif
04(01]1.1]10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung | Tersedianya Sarana dan Prasarana | AMBON 1 Paket 550,000,000 1 Paket 577,500,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Kantor yang Memadai dan
Menunjang Pelaksanaan
04 (01 | 1.1 Peny Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
04(01] 1.1] 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |Terlayaninya Meteran Listrik, AMBON 12 Bin 645,000,000 12 Bin 677,250,000
Air dan Listrik Internet, Telefon, Faximile, dan TV
04(01] 1.1)104 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor| AMBON 36 Orang 1,257,984,000 36 Orang 1,257,984,000
Selama 12 Bulan
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PRAKIRAAN RENCANA TAHUN

2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET |  KEBUTUHAN | ppyqiyg | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
04 101 | 1.1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
04101 1.1({02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Dinas/Operasional AMBON 6 Unit 234,960,000 6 Unit 234,960,000
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Terpelihara Dengan Baik
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
04{01] 1.1]09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor | Terehabilitasinya Bangunan Gedung| AMBON 6 Unit 2,450,000,000 6 Unit 2,572,500,000
dan Bangunan Lainnya BPSDM
04101 1.1[10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana Terpeliharanya Peralatan Gedung AMBON 12 Bulan 185,000,000 12 Bulan 194,250,000
dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan|Kantor yang Digunakan Selama 1
Lainnya Tahun
04 (02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER 27,132,870,800 28,489,514,340
DAYA MANUSIA
04 (02 1 Pengembangan Kompetensi Teknis
04{01] 1|03 Penyelenggaraan Pengembangan Terlaksananya Pelatihan Teknis AMBON 328 Orang 1,312,000,000 328 Orang 1,377,600,000
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan  |Administrasi Dasar bagi CPNS
Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Pasca Pelatihan Latsar
Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan
Meningkatnya Perencanaan dan AMBON 30 Orang 134,008,000 30 Orang 140,708,400
Rencana Kerja SKPD
Meningkatnya Kemampuan ASN AMBON 60 Orang 268,221,128 | Provinsi 60 Orang 281,632,184
Pengadaan Barang/Jasa
AMBON 30 Orang 88,259,050 [ Kontribusi | 30 Orang 92,672,003
Meningkatnya Kemampuan ASN AMBON 15 Orang 215,277,564 | Provinsi 15 Orang 226,041,442
Pengadaan Barang/Jasa dalam
Tanggung Jawab sebagai PPK atau
Pembantu PPK
AMBON 30 Orang 76,564,638 | Kontribusi | 30 Orang 80,392,870
Tersedianya Pengelola Badan AMBON 30 Orang 131,750,000 | Provinsi 30 Orang 138,337,500
Usaha Milik Desa yang Dapat
Mengelola BUMDEsa
AMBON 30 Orang 155,000,000 | Kontribusi | 30 Orang 162,750,000
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PRAKIRAAN RENCANA TAHUN

2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET |  KEBUTUHAN | ppyqiyg | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA| KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
Tersedianya Pejabat Pengelola AMBON 30 Orang 131,750,000 | Provinsi 30 Orang 138,337,500
Bencana
AMBON 30 Orang 155,000,000 | Kontribusi | 30 Orang 162,750,000
Meningkatnya Kemampuan ASN AMBON 30 Orang 155,000,000 30 Orang 162,750,000
Pengelola Kepegawaian Dalam
Memahami Manajemen
Kepegawaian ASN
Meningkatya Kemampuan ASN AMBON 80 Orang 244,571,710 80 Orang 256,800,296
dalam Tata Cara Penyusunan
LAKIP dan Dokumen Kinerja OPD
Meningkatnya Kemampuan ASN AMBON 80 Orang 244,571,710 80 Orang 256,800,296
dalam Tata Cara Perencanaan dan
Rencana Kerja OPD
Tersedianya ASN BPSDM Yang AMBON 40 Orang 100,000,000 40 Orang 105,000,000
Mampu Berbahasa Asing
Terlaksananya Program Masa AMBON 1 Kegiatan 160,000,000 1 Kegiatan 168,000,000
Pensiun ASN
04 02 1 Sertifikasi, Kelembag: Pengembang
Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5104(01] 1]03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Terlaksananya Ujian Sertifikasi AMBON 15 Orang 460,000,000 15 Orang 483,000,000
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Okupasi bagi PPK
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Ujian Sertifikasi PBJ | AMBON 30 Orang 177,000,000 |Provinsi 30 Orang 185,850,000
Tingkat Dasar
| AMBON 30 Orang 101,775,000 |Kontribusi| 30 Orang 106,863,750
Kab/
Kota/
Kementeri
an dan
Lembaga
] Terlaksananya Reakreditas AMBON 1 Kegiatan 200,000,000 1 Kegiatan 210,000,000
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan PKA dan PKP
] Terlaksananya Uji Kompetensi JFT | AMBON 1 Kegiatan 120,000,000 1 Kegiatan 126,000,000
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PRAKIRAAN RENCANA TAHUN

2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAMIKEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKAS| TARGET | KEBUTUHAN | ppyrng | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
Tersedianya Penyuluh Anti Korupsi | AMBON 1 Kegiatan 50,000,000 1 Kegiatan 52,500,000
04{01] 1|07 Penyelenggaraan Pengembangan Jumlah CPNS yang mengikuti [ AMBON 328 Orang 2,597,022,000 [Provinsi |328 Orang 2,726,873,100
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan |Pelatihan Dasar Golongan Il
Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Il untuk memenuhi syarat
Kepemimpinan, dan Prajabatan di angkat menjadi ASN
AMBON 700 Orang 6,520,500,000 (Kontribusi|700 Orang 6,846,525,000
Kab/
Kota/
Kementeri
an dan
Lembaga
Terlaksananya AMBON 120 Orang 2,221,200,000 [Provinsi [120 Orang 2,332,260,000
Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Pengawas
Untuk Memenuhi Standar AMBON 120 Orang|  2,691,000,000 [Kontribusi|120 Orang 2,825,550,000
Kepemimpinan Operasional Kab/
Kota/
Kementeri
an dan
Lembaga
Terlaksananya AMBON 80 Orang 1,614,000,000 |Provinsi 80 Orang 1,694,700,000
Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Administrator
Untuk Memenuhi Standar
Kepemimpinan Taktikal
AMBON 160 Orang 3,864,000,000 (Kontribusi|160 Orang 4,057,200,000
Kab/
Kota/
Kementeri
an dan
Lembaga
Terlaksananya AMBON 30 Orang 936,600,000 [Provinsi [ 30 Orang 983,430,000
Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional




RENCANA TAHUN 2022 PRAKIRAAN RENCANA TAHUN
2023
BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE PRIORITASIFOKUS PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI TARGET |  KEBUTUHAN | peypiyg | TARGET | KEBUTUHAN
CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU
KAB/KOTA KEC. DESA KINERJA INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9
Untuk Memenuhi Standar AMBON 40 Orang 1,232,800,000 |Kontribusi| 40 Orang 1,294,440,000
Kepemimpinan Kab/
Kota/
Kementeri
an dan
Lembaga
] Tersedianya Kompetensi ASN [ AMBON 60 Orang 310,000,000 60 Orang 325,500,000
dalam Menghadapi Segalah
Resiko potensial dalam
Keberlangsungan Organisasi
untuk dikelola secara
sistimatis sesuai peraturan
dan regulasi yang berlaku
] Terbentuknya Teknik AMBON 30 Orang 155,000,000 30 Orang 162,750,000
Komunikasi Masa Yang
Memadai Bagi Anggota Satpol-
PP
| Tersedianya ASN Yang AMBON 30 Orang 155,000,000 30 Orang 162,750,000
Memiliki Kemampuan,
Pengetahuan dan Etika
Disiplin Dalam Menjalankan
Fungsi Dan Perannya
] Tersedianya ASN yang AMBON 30 Orang 155,000,000 30 Orang 162,750,000
Memiliki Kompetensi
(Penyuluh Anti Korupsi)
Dalam Mengembangkan
Budaya Anti Korupsi
TOTAL 45,693,578,800 47,903,610,540
Ambon,  April 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI MALUKU,

Drs, HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690314 198902 1 002




BAB V
PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

1. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Provinsi Maluku Tahun 2022 didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Rencana Kerja ini merupakan landasan bagi jajaran Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku dalam
menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pelatihan tahun 2022
sekaligus menjadi panduan bagi Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia dan Pemerintah  Kabupaten/Kota  dalam
menjalankan kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan
menerapkan pola kemitraan, juga menjadi pedoman dalam
pengukuran kinerja tahun 2022.

3. Rencana Kerja ini merupakan implementasi dari Undang-Undang
Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 70 yang
mengamanatkan bahwa setiap aparatur memiliki hak dan
kesempatan dalam mengembangkan kompetensinya melalui diklat,
bimtek, sosialisasi, Workshop dan lain-lain. Selain itu penyusunan
Rencana Kerja ini adalah penerapan Permendagri Nomor 2 tahun
2013 tentang Sistim Pendidikan dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi.

4. Perlunya kesamaan persepsi dalam penerapan Peraturan Gubernur
Nomor 14 Tahun 2006 tentang pendidikan dan pelatihan satu pintu
antara Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Maluku sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan aparatur yang
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terakreditasi, agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
aparatur di Provinsi Maluku sesuai dengan standar yang ditetapkan
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai lembaga
Pembina pendidikan dan pelatihan secara fungsional maupun
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri sebagai
lembaga Pembina pendidikan dan pelatihan substantive

pemerintahan daerah.

B. TINJAUAN KHUSUS

Dalam Rencana Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku Tahun 2022 terdapat 2 (dua) Program, 9
(sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang akan
dilaksanakan dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Maluku
dan Biaya Kontribusi Kabupaten/Kota.

Semoga perencanaan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Maluku di Tahun 2022 dapat terwujud guna
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur di Provinsi
Maluku sehingga kinerja instansi akan mengalami pengembangan

kearah yang positif.

Ambon, 14 April 2021
Kepala Badan Pengembangan SDM

NIP. 19690314 198902 1 002
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